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PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH DALAM RAPBD 2025 

PERTIMBANGKAN DATA POTENSI PAD YANG DIMUTAKHIRKAN        

 

 
Sumber Gambar : portal.pemkomedan.go.id 

 

Proyeksi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 

mempertimbangkan data potensi PAD yang telah dimutakhirkan dan realisasi masa 

lampau dari semua kelompok Pendapatan Daerah.  

Hal ini diungkapkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat membacakan 

tanggapan Wali Kota Medan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna 

DPRD, Senin (26/8/2024) di gedung dewan.  

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim dan dihadiri Pj. Sekda Topan 

Obaja Putra Ginting, segenap dewan dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan 

Pemko Medan itu, Bobby Nasution juga mengatakan proyeksi Pendapatan Daerah dalam 

RAPBD TA 2025 juga mewujudkan azas dan prinsip penyusunan APBD yang realistis, 

logis, dan rasional, serta diyakini dapat direalisasikan. “Termasuk mempertimbangkan 

faktor-faktor eksternal, seperti indikator ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan 

fiskal yang diterapkan untuk tahun 2025,” sebut Bobby Nasution menanggapi 

Pemandangan Umum FPDIP itu. 

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra soal strategi meningkatkan 

PAD, Bobby Nasution mengatakan, hal itu dilakukan melalui intensifikasi perpajakan 

daerah, dalam bentuk pemuktahiran data potensi pajak daerah, pengembangan tata cara 

pemungutan PAD secara kreatif. Selain itu, lanjutnya, diterapkan pemberian penghargaan 

dan hukuman, baik terhadap fiskus (pengelola PAD) maupun terhadap wajib pajak, 
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termasuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penyederhanaan administrasi 

perpajakan berbasis digital. 

Terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian kota, 

sebagaimana ditanyakan dalam Pemandangan Umum FPKS, Bobby Nasution 

menyebutkan, akan dilakukan melalui peningkatan daya beli, belanja daerah dan 

pertumbuhan investasi yang lebih masih. Hal ini, lanjutnya, akan menciptakan efek ganda 

terhadap tambahan kesempatan kerja baru, pendapatan, dan penurunan pengangguran 

serta penghapusan kemiskinan ekstrim.  

Menanggapi FPAN, Bobby Nasution mengatakan kecenderungan penurunan 

perkiraan pendapatan pajak daerah untuk jenis Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) 

lebih didasarkan pada potensi yang dapat diakses dari wajib pajak PT PLN. 

“Besaran proyeksi tersebut diharapkan dapat dicapai realisasinya lebih optimal 

sehingga di sisi lain mendukung kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan 

penyediaan LPJU,” tambahnya.  

Menanggapi pertanyaan Fraksi Golkar perkiraan capaian PAD, Bobby Nasution 

mengatakan, tren penerimaan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan 

peningkatan yang cukup baik. Dia merincikan, pada 2021 penerimaan PAD mencapai 

Rp1,49 triliun lebih dan pada 2023 mencapai Rp2,1 triliun lebih. 

“Diharapkan pada 2024, melalui intensifikasi perpajakan terintegrasi, penerimaan 

PAD lebih optimal lagi,” ujar Bobby Nasution yang dalam paripurna itu juga menanggapi 

Pemandangan Umum Fraksi Nasdem, Demokrat, juga Gabungan. 

Pada bagian akhir Bobby Nasution mengucapkan terima kasih atas seluruh 

pemandangan umum fraksi-fraksi. Dia mengatakan, pemandangan umum tersebut 

merupakan saran dan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan 

penganggaran. 

 

Sumber Berita: 

1. https://portal.pemkomedan.go.id/berita/proyeksi-pendapatan-daerah-dalam-rapbd-

2025-pertimbangkan-data-potensi-pad-yang-dimutakhirkan, Senin, 26 Agustus 2024. 

2. https://sumut.antaranews.com/berita/585715/bobby-rapbd-2025-pertimbangkan-data-

potensi-pad-dimutakhirkan,  Senin, 26 Agustus 2024. 
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Catatan Berita : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

 

Pasal 1 

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; 

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan 

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak; 

Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Angka 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak 

yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa 

tertentu. 

Angka 43.  Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau 

diserahkan kepada konsumen akhir. 

Angka 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender.  

 

Pasal 4 

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

c. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 
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f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 

c. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

(3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang 

setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota 

otonom. 

 

Pasal 5  

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i 

merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf 

g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat 

pemberitahuan pajak terutang. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. 

(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak 

dipungut, dalam hal: 
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a. potensinya kurang memadai; dan/atau 

b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 

Daerah dan Retribusi Derah  

Pasal 1  

Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

Angka 4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 


